
 

 
 

 
 
 

                                                       
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR  85 /Kep. Bup/BKPSDM/2023 

 

TENTANG 
 

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA 
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional 

dan berakhlak sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang 
baik, maka Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat mentaati 
dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

  b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diperlukan 
peningkatan dan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur 

Sipil Negara Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat :1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor  50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 
 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 51); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 
10. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2022 Nomor 6); 

 
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 
70); 

 

14.  Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 

38); 
 
Memperhatikan :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023. 
 

MEMUTUSKAN : 
 

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur 

Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut : 

 
a. Pembina  :  Bupati Tanjung Jabung Barat. 

b. Wakil Pembina  : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. 
c. Penanggung Jawab :  Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung 

Barat.  

d. Ketua  : Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjung 

Jabung Barat. 
e. Wakil Ketua  : Sekretaris Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjung 
Jabung Barat. 

f. Sekretaris  :  Kepala Bidang Pengadaan, Status dan 

Informasi Kepegawaian Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat. 
g. Anggota  : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat 

Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat  
2. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat. 
3. Kepala Satpol PP Kab. Tanjung Jabung 

Barat. 
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. 

Tanjung Jabung Barat. 
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5. Rinna Mayasari, SE (Analis SDM 

Aparatur Ahli Muda BKPSDM Daerah 
Kab. Tanjung Jabung Barat). 

6. Prayudhi, SE (Auditor Kepegawaian Ahli 

Pertama Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SDM Daerah Kab. 

Tanjung Jabung Barat). 
7. Fahmi Azka, S.AP (Pelaksana Perancang 

Sistem Informasi Kepegawaian 
BKPSDM Daerah Kab. Tanjung Jabung 
Barat). 

 
h. Staf Administrasi : 1. Jasman (TKK BKPSDM Daerah Kab. 

Tanjung Jabung Barat). 
     NIK. 1506022208910005 

    2. Mohd. Ridho, Amd (TKK BKPSDM 
Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat). 

     NIK. 1506020907830003 

    3. Faisal Amir (TKK BKPSDM Daerah Kab. 
Tanjung Jabung Barat). 

     NIK. 1506023006910004 
    4. Karlina.S.Sos (TKK BKPSDM Daerah 

Kab. Tanjung Jabung Barat). 
     NIK. 1506026804950004 
    5. Kurniya Saputri, S.Kom.I (TKK BKPSDM 

Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat). 
     NIK. 1506027112920003 

     
KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

mempunyai tugas-tugas dan fungsi sebagai berikut : 
 

a. melakukan analisa data-data dan informasi terhadap 

permasalahan pelanggaran disiplin Aparatur dan Non Aparatur di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

b. melaksanakan dan menyelesaikan penerbitan surat 
izin/rekomendasi yang berkaitan dengan tugas kedinasan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri 
Sipil. 

d. melakukan penyusunan laporan terhadap permasalahan 

pelanggaran disiplin dan pemberhentian PNS di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;dan 

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah 
terhadap permasalahan disiplin dan pemberhentian PNS di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 
bentuk Laporan dan/ atau Nota Dinas. 

 

KETIGA : Kepada Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang 

setiap bulannya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima 
ribu rupiah). 
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KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah pada Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil 
Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kode rekening 

5.03.02.2.04.07.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga 
Administrasi).   

 
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember 2023. 

 
 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal,  17 Februari 2023 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

 
 

 ANWAR SADAT 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH 
NIP. 19870811 201101 1 001 

 


